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QAWA’E>FIQH1YYAHSEBAGAI EPISTEMOLOGI
HUKUM ISLAM

(MEMPERKOKOH NALAR METODOLOGIS

DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM)

Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita

senantiasa bers3oikur kepada Allah Swt.

melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita

dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sidang senat

terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar. Shalawat serta

salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad

Saw. beserta para keluarga, sahabat darl para pengikutnya.

Terima kasih yang sebesar besamya saya sampaikan
kepada Bapak Rektor dan Ketua Senat Universitas Islam Negeri

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah

memberi kesempatan kepada saya, hari ini Selasa 30 Mei 2023

imtuk menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengukuhan ini.

Judul orasi ilmiah yang akan saya sampaikan adalah:

“QawHd Fiqhiyyah Sebagai Epistemologi Hukum Islam

(Memperkokoh Nalar Metodologis Dalam Kontekstualisasi

Hukum Islam)”

Ada dua alasan mengapa saya memilih judul tersebut.

Pertama, globalisasi sebagai akibat dari perkembangan ilmu

pengetahuan dan kemajuan teknologi tidak mungkin dihindari

atau dibendung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan

teknologi tersebut pasti mengakibatkan berbagai macam

persoalan, termasuk persoalan di bidang hukum. Berbagai

persoalan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat

pada era modem sekarang ini sangat mungkin belum terdapat

ketentuan atau jawabannya dalam nas (Al-Qur’an dan as-

Sunnah) maupun dalam kitab-kitab fikih yang ada. Hal ini

menurut Ibnu Rusyd dalam pengantar karyanya Bidayah al-

telahyang

Assalamu alaikum Wamhmatullahi Wabarakaliih
Yang saya hormati:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kisi
Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Ketua Senat Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri

3. Para ^gg„,a Se„a, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri

4. Bapak Bupati atau
. D _ , yangmewakili
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Par!piI™I:„l’^» ’Tj' ^-^“bin Zuhri Purtvokefo
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gan yang berbahagia,
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A. Epistemologi

1. Pengertian Epistemologi

Epistemologi merupakan cabang dari filsafat. Secara

bahasa epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti

pengetahuan {knowledge) dan logos berarti teori (Earli, 1992;

Abdullah, 2012). Jadi epistemologi adalah teori pengetahuan

{theoiy of knowledge) yang berbicara tentang sumber atau

metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Titus et al, 1984;

Supena & Fauzi, 2002). Fungsi epistemologi antara lain adalah

untuk melacak dari mana ilmu pengetahuan diperoleh, apakah

dari indera atau dari akal. Untuk menjawab pertanyaan ini ada

empat pandangan yang menjadi arus utama {mainstream)

pemikiran epistemologi. Pertama, rasionalisme, yaitu aliran

yang berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada

rasio. Kedua, empirisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa

sumber pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, panca

indera. Ketiga, kritisisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa

pengetahuan diperoleh melalui dialog antara akal dan panca

indera. Hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan proses awalnya

diperoleh disebabkan adanya pengalaman indera dan kemudian

dianalisis dengan akal pikiran. Keempat, intuisionalisme, yaitu

aliran epistemologi yang berpendirian bahwa sumber

pengetahuan diperoleh melalui usaha mental, konsentrasi

pikiran, dan pengalaman batiniah yang kemudian diuraikan oleh

akal budi (Titus et al, 1984; Supena & Fauzi, 2002). Aliran

epistemologi intutisionalisme ini mirip dengan epistemologi

'^irfdniy Muhammad ‘Abid al-Jabiriy. Epistemologi '‘irfaniy
berpendirian bahwa pengetahuan' diperoleh melalui kasyf

pengalaman batin dan intuisi, tidak lewat medium bahasa atau

Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid merupakan hal yang sangat
mngkin terjadi dan wajar:

if

'Kejadian-kejadian yang ada pada manusia tidak mungki^^
● dibatasi, sedangkan dandan contoh perbuatan-perbuatan
ketetapan-ketetapan Rasul terbatas. Mustahil menyandingkan
sesuatu yang tidak terbatas kepada sesuatu yang terbatas ”●

Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, maka perlu
a anya metode untuk menemukan hukum baru. Menemukan
hukum baru di si

nas

h.n, n. . pengertian membuat ketentuan
baru se^^"^ Pengertian menafsirkan dengan cara yaog
ba™ sehmgga menghasilkan produk hukum yang baru. Menuru*

-lah k^aan keitoua"
m de u r‘ Wau mampu be-peran sebaga>
-.ode un.uk menemukan hukum bam dalam dua pengerfa"
pengetahuan dan u dari perkembangan
produk ijtihad ^eknologi tersebut adalah pro^'^
lampau, sangat mun ‘^^hasilkan oleh ulama-ulania maS

(mahri sekarang, terutarna di
yang sudah"^ tid^k^^

kontekstualisasi (dises \ tersebut perlu
sekarang). Lagi-iagi, me dengan konteks yang
dijadikan metode untuk P®°nlis qaiva ’idifqhiyyah

akukan kontekstualisasi tersebn^'

tersebut. Kedua,

bidang ibadah
hukum

toaP

dany^a

ada

m
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memahami terhadap pesan-pesan teks Al-Qur’an dan hadis. Dari

“epistemologi asas hukum” akan diketahui prinsip-prinsip dasar

dan fundamental yang menjadi pijakan berpikir dalam ;
menerapkan atau menetapkan hukum sehingga dapat diukur
nilai obyektif-rasionalitasnya (Huijbers, 1990; Erwin, 2015).'

Berpijak dari teori ini, diharapkan akan dapat diketahui apakah ■

qawa’idfiqhiyyah sebagai salah satu metode penalaran hukum

bersifat obyektif-rasional, subyektif-doktrinal, atau kedua-

duanya dalam pengertian di satu sisi obyektif-rasional tetapi di

sisi lain subyektif-doktrinal.

2. Epistemologi dalam Hukum Islam

Kajian tentang epistemologi menempati posisi yang

strategis, karena membicarakan tentang metode untuk

mendapatkan pengetahuan yang benar dan menuntun secara

logis dalam mendapatkan ilmu pengetahuan (Tabrani, 2015).

Dalam bangunan ilmu keislaman, perbincangan epistemologi

sangat ramai ketika Muhammad ‘Abid al-Jabiriy menggulirkan

pemikirannya tentang kritik nalar Arab {Naqd al-‘Aql al-

‘Arabiy) melalui tiga karyanya yang cukup terkenal yaitu

Taqwim al-‘Aql al-‘Arabiy, Bunyah al-'Aql al-‘Arabiy, dan al-

‘Aql al- ‘Arabiy ai-Siyasiy. Epistemologi ilmu-ilmu keislaman
diuraikan oleh Al-Jabiriy dalam karyanya yang pertama dan

kedua. la mengemukakan ada tiga epistemologi dalam bangunari

keilmuan Arab-Islam yaitu epistemologi baydniy epistemologi

irfdni,y dan epistemologi burhdniy yang secara spesifik ia
uraikan dalam karyanya yang kedua {Bunyah al-Aql al-

Arabiy). Uraiantentang Qawa'idFiqhiyyahsebagai epistemologi
hukum Islam ini, saya merujuk pada konsep epitemologi versi

Muhammad ‘Abid al-Jabiriy tersebut, walaupun tiga

teks dan juga tidak melalui logika (Al-Jabiry, 1993; Mu’allim &
, Yusdani, 2004; Faisol, 2012). .

Apabila epistemologi bidang
dispesifikasikan dalam ranah epistemologi hukum, maka ruang

●; lingkup kajiannya adalah menelusuri bagaimana hukum itu

diperoleh dan bagaimana pula tingkat kebenarannya sehingga
dapat menjadi penentu dari metodologi hukmn (Atmaja, 2013;

. Erwin, 2015). Dengan kata lain, apakah pengetahuan hukum itu
diperoleh dari pengalaman inderawi atau akal, dan apakah
pengetahuan hukum yang diperoleh tersebut dapat
dipertanggung-jawabkan (Rhiti, 2011).

Menelusuri, menganalisis, dan mengetahui karakteristik
epistemologi dalam qawa’id ifqhiyyah sangat penting apabila
dikaitkan dengan ragam epistemologi dalam hukum yang salah
satunya adalah

filsafat tersebut

epistemologi asas hukum”. Selain epistemologi
hukum, ada beberapa epistemologi hukum yui^

p emologi penelitian hukum, epistemologi sistem hukum>
huku P^ugalihan hukum, dan epistemologi kesadarau
dian P^^^^i^ologi asas hukum adalah prinsip-prinsip

‘""'■amental sebagai titik tolak berpikir
Undano” 1 “I* “"tuk '‘membuat Undanr
terhadap Uiidana"lt*‘!,* ™®'t*tikan “interpretas>
eiti ‘‘membuat Und " ' qawa’idftqhiyy‘‘^'
dijadikan titik tolak^ ^udang” adalah bagaimana kaidah
hukum yang tidak menyelesaikan persoalaii

tersebut kemudian basil dari
terhadap hukum. Sedangk^

kaidah fikih dijadikan adalah
^“ik tolak

penyelesaian

interpretasi

ataH
untuk menafsirkan
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epistemologi tersebut tidak diuraikan dan dianalisis secara irnci.

Uraian lebih ditekankan pada penelusuran terhadap kaidah-
kaidah fikih mana

baldgah, dan qawa’id usuliyyah al-lugawiyyah (usill ifqh) (Al-

Jabiry, 1993), sehingga porsi akal hanya diberikan ruang gerak

pada lingkaran teks. Walaupun demikian metode ini tetap

diperlukan karena rumusan yang ada dalam teks nas terkadang

ada kekurang-jelasan (inter-pretative, zanniy), sehingga perlu
interpretasi.

yang mempunyai substansi, nilai, atau

. paradigma sama dengan epistemologi burhdniy dan baydniy
sebagai metode penalaran hukum.

3. Posisioning Qawa’idFiqbiyyab
Qawa idFiqbiyyab sebagai Epistemologi Baydniy
ecara etimologi, epistemologi baydniy adalah metode

p mi ran yang arenekankan otoritas teks (nas) baik secara

nen^ t h langsung untuk mendapatkan suatu ilm^
rr memahami teks sebagai

pemikiran T* P'*
sebasai npn,r ^ u ^^ngsung berarti memahami teks

;,rr *■ “■
penafsiran tersebut tetanh melakukan
2015; Purwauto 20l!t nT
.-odeiniaiseb«™.:L°"“'
oengan cara

, 2015), atau

Epistemologi baydniy disebiit juga dengan teori

“subjektivisme teistik”. Menurutnya hukum itu memiliki

orientasi yang bersifat ildhiyyah, oleh karena itu pengetahuan

hukum atau produk hukum hanya dapat diperoleh atau
bersumber dari wahyu yang dibakukan dalam kata-kata (teks)

yang dibawa oleh nabi berupa Al-Qm’an dan as-Sunnah

(Syaukani, 2006). Untuk mendapatkan pengetahuan melalui

epistemologi baydniy ini ada dua metode yang digunakan yaitu

(1) berpegang pada redaksi {lafz) dengan menggunakan kaidah ,

bahasa Arab seperti nahwu dan ?ar.f Metode ini disebut baydniy
lafziy (Al-Jabiry, 1993; Kholish & Nor, 2015). (2) berpegang

pada makna teks dengan menggunakan analog! (qiyds). Metode

ini disebut baydniy qiydsiy (Al-Jabiry, 1993; Kholish & Nor,

2015; Purwanto, 2014).

a.

metode penemuan hukuD^»
mterpretasi yaitu menemukan hukuh*

nas (Al-(3ur’^a^®^°^nng-undangan (Sutiyoso>
1 Juga metode the liter / ^ ^s-Sunnah). Metode ini dise^'^

pemahaman teks secar Metode ini mengandalk^n
dengan hal-hal lain tertv, ^'^ak perlu mencari korela®^

■ 2009). Dalam kajian ilmi^t^f *^®ngan tujuan hukum (Nasutio^’
yaitu metode np„ n^etode ini disebut mantuq

●■“rfiah teks secara yang didasarkan
epts.eur„iogii^^.^Pa adanya 2004). ,
~al. stnrbur,;™ «'«ak Pada bahasa, baik pada

ber”:^““;“ta.yangken:udian melabirlc^
kebahasaan, seperti

1) Baydn FiyLafyiy (Tekstual)

Dalam konteks qawa’id fiqhiyyah, epistemologi baydniy

metode pertama {baydniylafziy) diperankan oleh kaidah
»

3^*1' (J. Hmu pengetahuan atau hukum yang

dihasilkan dari kaidah tersebut sangat terikat dengan teks-teks

(Al-Qur’an atau hadis). Kaidah tersebut menuntun bahwa makna

yang ada pada teks hams dijaga dan diamalkan apa adanya.

(8)
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terutama teks-teks yang mengatur amaliah ibadah ritual. Akal

dikunci dengan makna tekstualitas atau makna harfiah teks.

atau

Kaidah ini membatasi kemungkinan

y altematif hukum lain di saat ada nas. Akal hanya diberi

^ j nielakukan ijtihad apabila suatu nas dianggap
■ teisebm tMao ““SMadi nas yang dianggap famiy
linekarant / ®akna-makna yang ada dalam
S™^ ”«kipun ayat atau hadis
(penafsiran), ettapi'"pefr pcnalaran
kaidah-kaidah h h ^ afsiran itupun tetap harus mengiku^*

: aendiri. '●‘konstniksi dari teks iw
diidentifikasisehaa^ *^ ^Pabila suatu ayat atau hadis (hukum)
tersebut sebagai >agai ayat atau hadis qat 'iy maka ayat atau hadis

Akal pengetahuan yang harus
kemungkinan makna 1 ' ^esempatan untuk mencari
sejarah hukum Islam barifyyah teks. Dalam
oleh ahl al-hadJs ^®rhadap teks ini dipegang tegu^
"lenyelesaikau prohir"'’^ "I'Haq’Ali Jad al-Haq, dalai^
‘^bih domiuan beipega7'''^^^^“

Makkah^ lenitama hadis kareua
""^yat-riwayat hadis

Kaidah di>;. 2005)-.
' ' Cr" (Jjl 'll .

kaidah fikih yang mgi ' “^^^P^kan contoh lain
^idah tersebut men'ewrr”''^’ P“‘“ bayaniy /«/?'>
“^P^'daskan dari pad^r*membfrlakukin teks iPP'

” ●afiingsikannya. Pertanyaan

kemudian muncul adalah bagaimana kalau dalam sebuah teks

(Al-Qur’an atau hadis) ada dua makna yaitu makna hakiki

(denotatif) dan makna majdziy (konotatif, kiasan)? Makna mana

yang harus diprioritaskan untuk diberlakukan? Jawaban untuk

pertanyaan ini diatur dalam kaidah j

(Zaidan, 2014) Menurut kaidah tersebut dalam meraberlakukan

makna teks, baik teks Al-Qur’an atau hadis harus

memprioritaskan pemberlakuan makna hakikat (makna harfiah
yang ada). Apabila memberlakukan makna hakikat tidak

memungkinkan maka diberlakukan makna majdziy (konotatif,

kiasan). Pemberlakuan makna kiasan majdziy (konotatif, kiasan)

diatur oleh kaidah J) jUai ojiiJ lil. Dalam

memberlakukan suatu teks dari makna hakikat ke makna

majdziy (konotatif, kiasan) disyaratkan adanya indikator

(garinah) yang menghubungkan antara makna aslinya dengan

makna kiasannya. Indikator tersebut merupakan petunjuk bahwa

yang dimaksud oleh pembuat teks adalah makna kiasannya (Al-

Bumu, 1996). Ini menunjukkan bahwa walaupun teks boleh

tidak diberlakukan sesuai makna hakikat, tetapi tetap tidak boleh ,

keluar dari lingkaran aturan teks itu sendiri. Rangkaian aturan

tentang bagaimana menyikapi teks yang ada dalam tiga kaidah

di atas dibingkai dengan kuat oleh kaidah JLIpI joi; \l\

Apabila suatu teks tidak dapat ditangkap makna

hakikatnya dan tidak memungkinkan untuk diberlakukan makna

kiasannya, maka menurut kaidah tersebut, teks lebih baik

didisfungsikan. Prodi^ atau temuan hukum yang lahir dari

Kaidah fikih lain adalah kaidah ^1 ^
hr j

didaerah Hij
banyak

in dar>

(10)
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episteraologi baydniy lafziy (tekstual) ini adalah ketentuan

hukum yang terkait persoalan-persoalan ibadah-ibadah ritual

{mahdah). Ketentuan hukum tentang jumlah rakaat salat, waktu

■ salat, puasa, dan haji, anggota badan yang dibasuh pada waktu
b suci, tempat tawaf, puasa dan yang sejenisnya adalah
pengetahuan (hatom) yang diperoleh dari teks (bayamyhfiiy)
na, (kaidah fikih) menjaga kiiat teks-teks

meJahS” ““

yang telah mempunyai kepastian hukum dari iias. Faktor yang

mengharuskan sintesis antara keduanya adalah karena masing-

masing mempimyai sebab hukum (‘illah/ratio legis) yang sama.

Dalam konsep qawa‘id ifqhiyyah, ilhaq tidak hanya diartikan

sebagai upaya sintesis antara satu persoalan cabang {al-far’u)

dengan persoalan asal {al-'asl) tetapi juga antara cabang (a/-

far’d) dengan cabang {al-far’ii) lainnya.

Dari pengertian tersebut ada dua hal penting yang menjadi

substansi dalam proses analog! terkait dengan epistemologi
baydniy yaitu pertama ketentuan hukum yang ada dalam nass,

dan kedua adalah ‘illah hukum. Ma’ruf Amin menggunakan

istilah i’ddah an-nazar yaitu telaah ulang dengan cara menguji
kembali alasan hukum (‘illah) dari suatu ketentuanhukumatau

fatwa (Amin, 2014). Terkait yang pertama (al-'asl), para

iisuliyyun memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk
dapat dianalogikan dengan kasus lain {al-far ’u) yaitu (a) harus
berupa hukum syara’ yang ditetapkan oleh nas, (b) hukum
syara' tersebut adalah hukum yang “muttafaq ‘alaih " (bukan
hukum yang masih diperdebatkan), dan (c) bukan hukum syara'
yang spesifik (dikhususkan untuk kasus tertentu) (Yahya &
Fatchurrahman, 1986). Persyaratan yang ketat tersebut

dimaksudkan agar ketentuan hukum yang dihasilkan melalui

proses analog! tidak lepas atau menyimpang dari ketentuan
hukum yang ada pada “a/- 'asP' (al-Qur’an atau hadis) dan dari
sinilah narapaknya yang dijadikan argmnen untuk memasukkan

qiyds sebagai bagian dari epistemologi baydniy. Artinya
walaupun dalam menemukan dan menentukan ‘illah tersebut
merupakan kerja akal, tetap terikat olek teks pokok (al-'asl)
(Kamali, 1996). Meskipun axialogilqiyds memberikan

) ^"J'««V-ei>flsi>(Analogi)
Metode baydniy yang kedua

penalaranra’/7/^.Metodeini
metode berpikir
argumen

istilahdikenal dengan

disebut juga metode kuasasi yaih*
rasionawf?^°^°^^^ didasarkan atas penelusur^

ini ada dua yaitu "^®^®^apkan hukum. Cara kerja meto «
sudah ada karena ad ^^^^yamakan dengan kasus
illah) dan karena ad Uloh (bind’ al-ahkam old ^
' hukum (ta 7/7 al-ahK^^
“etode ini disebut “ ^^^on, 2009). Dalam ilmu huk^^
nienemukan hukum d^ ^ ^^Sdmentum per analogidf^ y®*
ywg sernpa, sejenj, aT" “snerapkan peristiw^ W
Undang-Uoj ®>np dengan yang diatur da'®'"

dengap '““ode penemuan hukuffl

7^" « dalam ini ada dalaffl
' dikenal d-;,

oaban?;”""" '*» Poma'"'®'' ‘"’"V

®^§an persoalan asal (

bi

antara

kctentu
satu

huku
(12)
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kesempatan terhadap kreatifitas akal dan pengayaan terhadap

teks (nas) tetapi masih terikat dengan kata/bunyi dan semangat
yang ada pada teks (nas) itu sendiri. Posisi akal dalam
analogi/^zyai adalah untuk menjaga konsistensi atau
menunjukkan tentang adanya hubungan antara wahyu dan akal
dalam pengembangan hukum. Apabila ‘illah telah ditentukan
oleh teks (nas) itu sendiri
preferensi atau perubahan
tidakdapatdigunakan untuk
dasar kebijaksanaan

Adapun terhadap

pertimbangan 'illah ini banyak digunakan oleh 'ahl ar-ra y yang

ada di Iraq, Kufah, Basrah. Salah satu faktor yang menyebabkan

ahl ar-ra ’y yang ada di Iraq ini menggunakan pertimbangan
'illah, karena persoalan-persoalan hukum yang ada di Iraq,

Kufah, Basrah lebih kompleks, di sisi lain periwayatan hadis

terbatas, tidak seperti di Hijaz, Makkah, dan Madinah, sehingga

dalam menyelesaikan problem-problem hukum lebih dominan

menggunakan akal melalui metode maslahah dan .

peiielusuran ‘illah (Al-Haq, 2005). Melalui ‘illah ini ketetapan

hukum dapat diketahui alasan-alasannya secara logis, terutama

hukum-hukum yang mengatur relasi antara sesama manusia

(hubungan horisontal). Dibanding dengan metode yang pertama

{baydniy lafziy), metode kedua {baydniy qiydsiy) memberikah

peluang relatif lebih banyak pada akal untuk memperluas makna '

teks atau setidaknya menuntun pada seseorang untuk tidak

hanya berpegang terhadap makna harfiah teks.

Kaidah-kaidah fikih yang berposisi sebagai epistemologi

baydniy-giydsiy ini antara lain kaidah (1) ^ ^
uupj, (2) Ji; ^ ^ dan (3) jjj; 01
'4^ tjljjz. Kaidah pertama menetapkan prinsip bahwa
keberadaan suatu hukum didasarkan atas 'illah yaitu alasan

logis mengapa hukum itu ada atau ditetapkan. Dengan

memahami ‘illah hukmu akau diketahui hal-lial yang subtantif

dan tnjuan hukum yang ada pada nas, sehmgga akau

meuiudahkau seoraug mujtahid melakukan istinbat (Lahsanah,

2008). Kemudian kaidah kedua mengisyaratkan kebolehan

menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan 'illah dan

maka akal hams mengikuti tanpa
apapun. Oleh karena itu analogi/^iy'^^
- mengubah ketentuan teks (nas) atas

preferensi personal,

yang kedua yaitu tentang ‘illah par^
menentukan beberapa cara untuk menemukan dan

(hX
(dasar ‘illah dengan istiW

a/-?nana7 sebagai d mencari ●illah ata^
hams ditempuh yaitJT ^ukum ada tiga cara ya»S
empiris terhadap ‘///oM V? al-hukmi (pembuktiaa
terhadap beberapa sifi’ al-hukmi (pemilihaO
illah), dan (c) takhrii Potensial untuk dijadd^^
yangtepatdansesuai (menentukan satu sif^
^^^ihat proses e:, ''^'^kan7//./z)(Al-Gazali,200^

aI-C.^r, ““ ~n ‘illah
aangafd-. ■nennnjukkan

® Oleh iciena iw,
^■atemologiT"'-

’’'“H dala
dalam

atau

usuliyydn

: dikemukakan
keterlibatan
pandangan

■ dikataka

(sebagai
terlibat

akal

Penulis,

^®hagai eni
metode

n

kalaunsur

^enitaina

“menentukan 77/a/z.

“(y “mumi”, karena

epistemologi burhaniy)
^^®nemukan, menganalisis

i^^kum yang didasarkan

ikutm

dai^
Pe

1 at»^^etapan
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sekaligus membuka peluang kemungkinan adanya perubahan
atau ketidakberlakuan hukum yang ditetapkan dengan metode

analogi tersebut apabila Hllah sudah dianggap tidak relevan, dan

ini dikuatkan oleh kaidah ketiga. Dengan kata lain,
kaidah-kaidah tersebut

deposit box, syariah charge card, sale and lease back, sale and

lease back, dan asuransi) terbadap bentuk-bentuk transaksi yang

sudah ada sebelumnya (dalam nas atau dalam kitab-kitab fikih)

yaitu ijdrah, kajdlah, wakdlah, dan muddrabah, adalah

didasarkan atas kesamaan ‘illah (Fattah, 1990).

b. QawPidFJqhiyyab Sehagsd Epistemologi Burhiniy
Epistemologi burhaniy adalah cara mendapatkan ilmu

pengetahuan yang bertumpu pada akal dan didasarkan atas

realitas {al-waqi") (Al-Jabiry, 1993) (Tabrani, 2015).

Epistemologi burhaniy berpandangan bahwa sumber

pengetahuan adalah akal. Akal mempunyai kemampuan untuk

menemukan pengetahuan termasuk pengetahuan dalam bidang

agama. Dari epistemologi burhaniy ini kemudian berkembang

atau memunculkan metode deduktif {istintaj), induksi {istiqra^,

konsep universalitas (kulliy), dan konsep tujuan syari’ah

{maqasidasy-syarTali)(Purwanto,2014).
Berbeda dengan epistemologi bayaniy yang menjadikan

teks (Al-Qur’an dan hadis) sebagai sumber ilmu pengetahuan,

epistemologi burhaniy menempatkan dominasi peran akal

sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang
diperoleh dari tradisi burhaniy adalah ilmu pengetahuan yang

dikonsep, disusun, dan disistematikakan melalui kerjasama

antara proses abstraksi dan pengamatan inderawi atau alat bantu

yang menguatkan hasil pengamatan indera seperti laboratorium,
penelitian lapangan, dan penelitian literatur yang mendalam

(Abdullah, 2006).

Kaidah fikih yang berperan sebagai epistemologi burhaniy

antara lain kaidali 3

pnnsip

menetapkan prinsip dasar bahwa dalam

menetapk™ hukum tidak boleh hanya berpegang kepada makua
lahiriah teks

tetapi hams dengan sungguh-sungguh
ggunakan pemikiran (akal) dan penalaran intelektual, yaitu

dengan menggali dan

nas.

, uiencermati V//aA yang terkandung dalam

^s, sehmgga keteutuan hukum benar-benar rasional dan
Produk atau temuan hukum

bayamy-qiyasiy (analogi)- i
digunakan oleh DSN d i
aktifitas dan transaksi h
perbankan yang secara ^®uangan atau produk-produk
atau hadis. Fa^a-fatw Al-Qur’an
deposit box, dianaloeikan^^^^^^^ tentang (1)
24/DSN-MUI/III/2oo2W7^
dengan akad qard JI card, diamlog^^^
42/DSN-MUW/2oi4/'!""^' V^rah (Fatwa DSN No-
dengan akad hav‘ d’n back, dianalogika*'
MUWI/2008), (4-v (Fatwa DSN No. 71/DSN'
^^kdlah, muddrabah ZTt dengan ukad
^I/X/2001), dan ('$) „ ^ ’(Fatwa DSN No. 21/PS^^'
dmalogikan dengan akad -^sa dana syariak^

20mSN-MUl/iv/20Q I mddrabah (Fatwa VS^
ansa SI atau aktifitas keu bentuk-beuW^

^"^gan model barn tersebut (s^f^
(15)

yang lahir dari epistemologi
ud dalam fatwa MUI banyak
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(al-Hasyimiy, 2010). Prinsip kaidah ini adalah “sesuatu” yang

tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur’an atau hadis, hukumnya
“boleh”. Tidak

persoalan yang ditanyakan oleh mustaftl tidak ditemukan nas

yang memperbolehkan, maka fatwa yang dikeluarkan “haram”

atau minimal mauqu.f Semiia persoalan argumennya hanya

didasarkan atas ada atau tidak adanya teks semata, peran akal

hanya mengkonfirmasi suatu persoalan dengan teks yang ada,

sehingga hasil keputusannya cenderung hitam-putih, halal atau

haram, tidak memerlukan argumen akal. Epistemologi burhaniy

juga banyak digunakan oleh DSN MUI untuk merespon

transaksi atau akad dan produk perbankan yang tidak ada

ketentuannya dalam Al-Qur’an dan hadis serta tidak dapat di-

qiyds-kdax dengan ketentuan hukum yang ada.

Keluasan peran akal yang diberikan oleh kaidah fikih

tersebut khususnya terkait dengan persoalan akad atau transaksi

dan aktifitas keuangan, dijelaskan oleh Ma’ruf Amin sebagai

berikut: (a) Untuk menetapkanhukum akad atau transaksi, tidak

perlu terikat oleh teks atau nas, karena akad atau transaksi yang

ditetapkan dalam nas tidak dimaksudkan sebagai pembatasan

terhadap kemungkinan bentuk-bentuk akad atau transaksi yang

baru. (b) Demikian juga tidak perlu terikat atau menganalogikan

dengan keputusan fikih tertentu atau melakukan talJTq yaitu

menggabungkan beberapa pendapat dari mazhab yang berbeda
(Amin, 2008). Uraian tersebut menunjukan bahwa kaidah di atas
mendorong akal untuk lebih agresif dan kreatif dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang tidak ada
ketentuannya dal^ Al-Qur’an atau hadis. Agresifitas dan
kreatifitas akal xmtuk menemukan hukum (fikih) baru

merupakan inti dari keija metode burhaniy.

semna yang tidak ada dalam Al-Qur’an atao

hadis, atau tidak dilakukan oleh Rasul, berarti tidak boleh,
dilarang, haram,

dasar "boleh”,
atau bid’ah. Dengan menggunakan priflsip

otaka pintu untuk menyelesaikan persoalan'
memNi. , ' giliiannya akan
berpikir 1^"

■ mencairkan kebek^r'""^ membuka ketertutupan dan
berbagai ketentuan

ketentuannya dal ^^kum, ketika tidak
^ atau hadis. Ketika ada person*”

ketentuannya

, persoalan hukum,

ufltnk

yang tidak ada
kemudian hadiS’dalam Al-Qur’an atau

memberikan areum akal dituntut
kal tersebut diperbolebk®

boleh" atau “halal” ^^”^®^-argumen tentang bd
●etseb;;'”?^^^^" fiat, baru yang

y^ng digunakan adalah « ^ berbeda apabila
’I™ A>;Qur’a„ atau har'““” '““"S sU*

kaidah .K‘*;!'“''“”'nya‘'haram”, sebaghh^ijl

mufti

teks.teks „ ^ ^dkum, karena ia haoy^ ^ -m
memperbolehkan.

ditetapkan tukun

P^msip kaidah
ipsiP

pada
Pencarian

(18)

(17)



Kaidah fikih lain yang berperan sebagai epistemologi
6nrAin/>adalahkaidah

Posisi kaidah tersebut tidak hanya sebatas sebagai" argum®

tentang pentmgnya peran akal sebagai pijakan
menetapkan hukum (bam), tetapi juga sebagai argumen tentaoS
perlunya keterlibatan

atau Peraturan Peredaran Minumau Keras. Dengan adanya

Undang-Undang Zakat umat Islam (terutama bagi ASN) raerasa

terikat untuk melaksanakan kewajiban zakat. Demikian juga

dengan adanya Undang-Undang Narkotika atau Peraturan

Peredaran Minuman Keras, maka untuk mengamalkan ajaran

agama, dalam hal ini tidak boleh minum minuman keras atau

minuman yang dapat merusak akal, tidak efektif kalau hanya

mengandalkan kepada ketaatan atau kesalehan pribadi. Agar

larangan agama tersebut efektif, perlu intervensi kebijakan

negara antara lain dengan cara membuat Undang-Undang atau

peraturan. Dengan kata lain keterlibatan pemerintah dalam

persoalan agama, selain imtuk kepentingan negara yaitu

terwujudnya kemaslahatan umum, tetapi juga untuk kepentingan

umat beragama (Islam) sendiri.

Kaidah fikih selanjutnya yang berposisi sebagai

epistemologi burhaniy addXdh kaidah

Lahimya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang

pencatatan pemikahan, batas minimal usia nikah, keharusan

perceraian dilakukan di sidang pengadilan (di mana hal-hal

tersebut tidak diatur dalam kitab-kitab fikih) merupakan bukti

bahwa kaidah tersebut mampu melahirkan ketentuan hukum

barn. Ketentuan bahwa pemikahan hams dicatat dalam dokumen

negara adalah didasarkan atas pertimbangan menghindari atau

mencegah teijadinya mafsadah yang ada pada prinsip, kaidah
fikih tersebut.

untuk

negara untuk mengatur hal-hal

negara untuk mengatur persoala®
terkait denga®

bersifatpublilcKeterlibata
persoalan agama "

kepentingan publik
Pertama,

n

yang mengandung
sanagat diperlukan karena dua alasan-

=“8“ «■** Nadi bantaran
dengan pengamalan
diperbolehk

unsur atau

antara kebijakan

agama. Pada titik ini, menurut saya,
^raenambah (tidak merubab)mengurangi atau

ni baru (selain yang terkait
”^ual) denii untuk kemaslahatan negara
sendiri.

membuat aturan
-aturan huku

persoalan ibadah ri
Pemeluk agama itu

Beberapa cont h
Pembentukan hukum h dilakukan

t£?\\ ^‘dasarkan atas prinsip
Undang-Undang Wau ^"tara lain adalah lab*^

I^ua undang.unda^^^^^^”®'^^^^sPenyelengS^^.
^®rhadap ngj. adalah contoh P

‘^'naslahatj^ ®8ama yang tujuannya .
“S^ktifkan (“mat Islam). Ketlu^’

' Hal ini

Hndang-Unda "Mara antara la»
Undang-Undang

erbapemerintah
demi

itu

kewajiban beraga^^ -
in

atau
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Terkait pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah di bavvah
tangan) ini, Atho Mudzhar mengemukakan bahwa pencatatan

perkawinan seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi
dari perintah Rasul untuk mengumumkan nikah walaupun hanya
menyembelih seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan

yang kecil dan tertutup seperti Hijaz dulu, dengan pesta
memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumunian

-i. Tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh
formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong
seekor

merupakan hal yang primer (dqniriyyah) dalam perkawinan,

maka untuk melindunginya diperlukan kelengkapan (hdjjiyyah)

misalnya dokumen tertulis. Adapun bentuk, warna, atau bahan

dokumen tertulis adalah tahsiniyyah yang menjadi wewenang

lokal (Asmin, 2007). Maka ketika ada persyaratan baru yaitu

pencatatan nikah, untuk melengkapi atau menyempumakan

yang sudah ada, dengan tujuan untuk lebih mengantisipasi

mafsadah yang mungkin terjadi, sudah semestinya hams lebih

diterima. Bila ijdb dan qabiil yang hams temcapkan itu adalah

syarat yang bersifat qauliy, maka pencatatan mempakan syarat

yang bersifat amaliy (Rajafi, 2007). Keberanian untuk

menambah pencatatan nikah sebagai syarat atau ketentuan '

hukum bam demi untuk menghindari mafsadah, sebagaimana

pesan kaidah di atas, dengan memaksimalkan peran akal adalah

contoh proses atau mekanisme keqa epistemologi burhaniy.

Dari uraian di atas memmjukkan qawa’id fiqhiyyah

mampu berperan sebagai epistemologi baydniy dan burhdniy.
Peran qawa’id fiqhiyyah dalam epistemologi bayaniy dan
burhdniy hams berjalan bersama, saling melengkapi. Hal ini
dikarenakan ajaran Islam (termasuk dalam bidang hukum)

realitasnya hadir dalam bentuk teks (Al-Qur’an atau as-Sunnah).
Oleh karena itu ketika Al-Qur’an atau as-Sunnah tersebut

ditetapkan sebagai sumber ajaran (hukum), maka semua
persoalan, terlebih dahulu hams dikembalikan kepadanya, dan
ketika itu pula pemahaman atau penafsiran terhadap teks

(melalui epistemologi baydniy) tidak dapat dielakkan. Demikian
juga realitas pembahan kondisi sosial masyarakat dan kemajuan
teknologi yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan
hukum yang tidak tercakup oleh teks, tidak mungkin dibendung.

resmi

kambing saja tidak cukup, melainkan
didokumentasikan secara resmi oleh pemerintah/negara. Kereo®

, Itu sehamsnya kewajiban pencatatan pernikahan dapat dijadika®
tambahan rukun nikah dalam fikih bam (Muhdzar, 1988>
tano dalam konteks sekarang, nikah di ba>^
prinsh'k!>T!’“"““ yang harus dicegah,

' adalah nlf * ‘*™8an pendapat Atho
ntempCr
manentukan karena iW
hanisdipenuhi Hp dikurangi dan syarat y
itu sendiri. Sa lah°^^ ™®Rjaga nilai kemuliaan

dan syaratnva^ Perkawinan itu adalah
Bda dipandang dari iqauliy) (Rajafi.
Pengvicapan,}dJd ^^asid asy-syarVah,

^ adalah untuk kenras<
kar^nr'!! n^eminimalisir terja^^

Hih
^aqdsid^- ^riunya

20l^^'
gaJJ

di
wabr:

runtut, Yudian

sebar-^?^^” perkawinan melalrtt
‘^gaiberikut-

osy-syari
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Ketidakmampuan teks untuk mewadahi persoalan-persoalan
yang sedang dan akan terns teijadi, memerlukan kerja akal yang

senus. Di sinilah peran epistemologi burhdniy sangat
diperlukan. Menafikan epitemologi baydniyhQXdixXi mengingkari

aan teks, menafikan epitemologi burhdniy berarti
mengmgkan keberadaan akal dan sekaligus mengingkari

berkeadilan dan bermoral. Tugas-tugas itu merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari konsep Al-Qur’an bahwa Tuhan

menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dan juga tak

terpisahkan dari makna kata Islam yaitu damai. Terkait hal itu

Al-Qur’an (Islam) sangat menghargai ilmu pengetahuan dan

sangat mengapresiasi umatnya yang berilmu pengetahuan, dan

sebaliknya mencela umatnya yang tidak menggunakan akal

pikirannya secara serius untuk mencari ilmu pengetahuan dan

menutup realita (tidak melihat perkembangan dan fenomena

yang terjadi). Salah satu yang dapat menjawab atau

merealisasikan tugas besar itu antara lain (imtuk tidak

mengatakan satu-satunya) ialah melalui pemahaman yang benar

terhadap pesan-pesan universal Islam. Pemahaman yang keliru

Islam menjadi bagian penyebab kegagalan untuk mengemban

tugas-tugas di atas, karena dinamika kehidupan dan aktivitas

keseharian umat Islam sulit dilepaskan atau selalu bersentuhan

dengan syariat Islam, dan hukum Islam merupakan bagian yang

ada di dalamnya. Kegagalan atau ketidakmampuan mengemban

amanat di atas, akan mengakibatkan lunat Islam sebagai uma(

yang tidak diperhitungkan oleh umat lain (walaupun secara

kuantitas besar), menjadi umat yang termarginalkan, dan

identitas-identitas negatif lain. Dalam konteks inilah

kontekstualisasi hukum Islam di era global seperti sekarang ini

sangat diperlukan.
Berbicara tentang kontekstualisasi, akan menjadi

persoalan jika dikaitkan dengan sesuatu yang melibatkan
Tuhan. Hukimi Islam, jika dilihat bahwa ia bersiunber dari ■

Tulian, hanislah bersifat pennanen, universal dan seragam.
Untuk itu, istilali kontekstualisasi sepertiuya koiitradiksi

, dijadtonprrgmruS”"'“
' ; lebihjelas „H Zaim

terdapat statement'

akan menjadi kebena
■ ada ketentuan

atas

Menurutnya, di kalangan Sunni
^um bahwa kebenaran atau kebaikan tid^k
mn dan kebaikan sesungguhnya kalau tidak

rasioualis sebagai bent!,‘^emikiaii dianggap oleh ka^
Oleh karena itu enist terhadap kemampuan ak ●

.*?“*«* tank
■Mmadiikau hukiim Islam

satu sisi, dan berpeean tuemperhatikan realitas
lain (Rahman, 2016). oi
burhdniy tetap dineri,! epistemologi .
^^^^raproporsionai Posismya masing-d^^^^^

Kontekstualisasi tt ,
K KontekstuaUsasi J*^***”^*^®
umat

bumi ● bagian da ada di dunia
menebar^ "'^'^P^yai .

■ -it: “""ii
ita pengetui"

«tewariskan peradabad y

antara otoritas
dengan

dad
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m
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dengan nilai-iiilai ketiihauau tersebut. Namim jika dilihat
bahwa hiikimi Tiihan

tidak boleli dirobohkan. Sedaugkaii bagiaii yang leutur dapat

benibah beiitiik sesuai dengan situa.si dan kondisi. Hal ini

diinaksndkan bahwa hnkmn Islam ada bagian yang hams

tnmbiih tenis meneriis seperti layaknya sebnah pohon. Proses

ini tidak pemah berhenti, hmgga selnruh cabangnya niainpu .

menamigi selnmli aspek kehidupan mannsia dari satu generasi

ke generasi berikntnya (Nyazee, 1994). Dalaiii npaya luitiik

mengembangkan the flexible part, para fuqaha‘ mermnnskan

berbagai parangkat metodologis. Salah satiinya adalah nietode

al-asybah wa an-naza’ir, yang kemndian dikenal dengan

qawa‘id ifqhiyyah.

2. Pijakan Kontekstualisasi
a. Kemaslahatan Manusia

Kemaslahatan sebagai pijakan kontekstualisasi
dibahas secara dalani dan irnci dalam metode atau teori

maqasid asy-syan’ah. Teori maqdsid asy-syarl’ah
dicetuskan pertama kali oleh Imam al-Juwayni yang
kemndian dikembangkan oleh muridnya, Imam al-Gazaliy-
Di Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi
al-Gamasiy asy-Syatibi (yang dikenal dengan panggilan
Imam asy-Syatibl), melalui karyanya yang sangat

monumental “al-Muwdfaqdt Ji Usui al-Ahkam. Teori ini
menjadi terkenal di seluruh dunia, antara lain melalui
Muhammad ‘Abduh dan RasyTd Rida di Mesir (Wahyudi,

2007). Belakangan, teori maqdsid asy-syarl'ah ini menjadi
semakin populer melalui Jasser Auda dengan k^anya
“Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a

System Approach. Maqdsid asy-syari’ah mempakan term
yang sangat ramai dibincangkan dan dianalisis di kalangan

untuk mannsia, niaka konsep

kontekstualisasi bisa dimakliimi, bahkaii menjadi sebnah
kemscayaan, meugiugat kondisi ::
berkembmg dan benibah. Kehidnpan niamisia yang
naims semgkali ineniintnt adauya atiirai luikuiu yang

hnZ!’l r P““'>3han yang mereka alanli. Agar
tersebut ™ 'I'™’’'' ’’™‘*aptasi dengan diiiamika kehidnpan
bentaril^sesnar »erke.nbang, dan

Teori In k, T™ dan waktn.
meuarik anta^ Tua sirv't"''' ”‘’'‘'“5''’
keragaman otoritn ● ● akal-wahyu, kesatuau-
hnkimwnoralitas "™‘™':‘>baralisine, idealisine-realisinh
pasangan-pasangan Jika diringkas.
teiitang peinbakiian pada dua hal: gagasa»
i^J-mutahawwil) mengenai perubahai^
filosofis dan metodologis^ tidak dapat lepas dari ra»^^^

^eugutip
Nyazee, bahwa

mannsia yang selalu
selalu

apa

P=rtamadisebut,Ae5 ™ dna lapisan.
(bakii). Sedangkauya, '='P>sau yang bersifat P«'“’

' yang bersife ^^f'^-iiaebnt
nraiganalogkan bahwa ,/,f Selanjntnya Nya^'
Pobou yang p„hoh *ed

Cnb^ r" Poho” “
■ iHihnn IsTamr sen^ri’h

® “ampakan huk, ^ ~ dimaksiidkan
Tnhan yang sangat kokob

idaK
at
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kemaslahatan. Dalam konteks ini, kemaslahatan berfungsi

sebagai takhsls atau bayan bagi nas atau ijma\ tanpa hams

dimaknai sebagai pembatal bagi keduanya, karena tidak ada

ayat pada kitab suci Al-Qur!an yang tidak mengandung
kemaslahatan (at-Tufi, 1993). Hal yang sama dikemukakan

oleh ‘Abdul Wahhab Kliallaf. la menyatakan bahwa Al-

Qur’ an selumhnya mengandung kemaslahatan, dan tentu saja

as-Sunnah juga demikian. Oleh karenanya fungsi as-Sunnah

yang mempakan bayan (penjelas) atas Al-Qur’an,

meniscayakan kandungannya juga berorientasi pada

kemaslahatan. Sebab, al-mubayyin (penjelas) tidak mungkin-

kontradiktif dengan misi al-mubayyan (yang dijelaskan)

(Khallaf, 1972).

Menurut Al-Gazaliy, kemaslahatan adalah mengambil

manfaat dan menolak kemudaratan, dan dua hal ini

mempakan inti maqdsidasy-syari’ah (al-Gazali). Konsep ini

diperkuat oleh ‘Izzuddin ibn ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd as-

Salam (selanjutnya disebut ‘Izzuddin). la menyatakan bahwa

tujuan ditetapkan hukum hanya ada dua yaitu mewujudkan

kemaslahatan {falb al-masdlih) dan menghindari atau

menjaulikan dari mafsadah {dar’u al-mqfasid) (as-Salam).

Salah seorang ulama kontemporer yang concern mengkaji

maqdsid asy-syari’ah yaitu Alimad ar-Raysiml menyebutkan
bahwa maslahat sebagai inti dari tujuan hukum Islam adalah
segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi
manusia, baik secara individu maupun kelompok. Di samping

itu maslahat hams mengandung unsur mencegah mafsadah,
karena seseorang tidak mungkin memelihara kemaslahatan di
satu sisi, namun di sisi lain dia melupakan dampaknya yaitu

para ahli hukum Islam. Kajian maqdsid asy-syan’ah
dianggap penting karena mempakan teori yang dianggap
mampu merevitalisasi dan mendinamisasi pemikiran hukum
Islam dalam merespon berbagai isi kontemporer dan isu-isu
g (Mwar, 2015). Dari teori maqdsid asy-syan’ah im
hiiV gagasan pengembangan atau pembaharuan

'^toalUasi, rekonstruksi, kontekstualis®
Teori ‘■“a'Pretasi dan yang sejenisnya-

mengajarkan bahwa

boleht™ ““."■=">'=>«=>ikan persoalan hukum
●et na? ^W.erhadap makna

■ asy'^v ^“8 ^da di balik teks (n.f
ontuk mewnjudkt'’
^^^5). Senada den manusia (Asy-Sy^-‘ ’
Muhammad Sa’Td juga dikemukakan o®
ketentuan-ketentuan "^^njelaskan
sarana pengabdian ^Hah tidak semata-mata
diraaksudkan agar m kepadaNya, tetapi
secara riil dalam merasakan kemasl

pemahaman terh a ^siam kontemporer,
^^'"^^^^katansema]^''^P berkomprorni

konsep.^^ "'^''^uat setelah Najm ad-0in at'I ^
::: ^air^^-t^oversia, sepu-
ada ketiif yang

^^ka V dengan prinsip P ,
^^8 harus didahulukan ^

dalac“

bab^V®
tukun

Dalam
agar
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kemaslahatan disebut juga teori istisldhiy {welfare)
(Nasution, 2009), sedang prinsip menghindari atau
menghilangkan kemudaratan dalam ilmu hukum disebut the

mischief rule. Dua prinsip yaitu mewujudkan kemaslahatan

dan menghindari mudarat/mafsadah ini merupakan inti teori

maqdsid asy-syari 'ah. Dalam teori penemuan hukum umum
teori maqdsid asy-syari’ah ini disebut the purposive

approach yaitu menetapkan hukum dengan mengkaji tujuan
yang ada pada teks Undang-Undang.

Kaidah pertama dan kedua telah saya uraikan pada

pembahasan perang qawa’id fiqhiyyah sebagai epistemologi

burhaniy. Dengan demikian dua kaidah pertama tersebut
selain berperan sebagai epistemologi burhaniyyiga berperan

sebagai nalar metodologis dalam kontekstualisasi hukum
Islam. Kaidah

menggariskan bahwa apabila seeorang (negara, lembaga,

atau individu) akan menetapkan hukum (Islam) maka harus

didasarkan atas kemaslahatan. Sedangkan kaidah ifi

mengamanatkan bahwa menghindari
mudarat/mafsadah harus lebih diutamakan ketika hukum

akan diterapkan atau ditetapkan. Terwujudnya kemaslahatan
dan terhindamya mudarat/mafsadah merupakan kebutuhan

manusia. Oleh karena itu ketantuan hukum yang didasarkan

atas prinsip yzmg terdapat dalam dua kaidah tersebut, pasti

akan tetap relevan dan kontekstual.

Adapun kaidah

memberikan pedoman bahwa hukum harus memperhatikan

mafsadah (ar-Rasyuni, 2002). Teori menghindari atau
menjauhkan dari mafsadah {dar'u al-mafasid), dalam
maqdsid asy-syarf’ah, disebut dengan teori “objektivisme
rasionahstik”. Teori ini mengajarkan bahwa hukum dapat
diungkap atau ditemukan oleh akal secara obyektif Hal ini
didasarkan atas pemikiran bahwa sydri’ (Tuhan) dalam
menetapkan hukum tidak mungkin bermaksud atau

endaki keburukan atau bahaya (mafsadah, mudarat)
g manusia, tetapi pasti Dia menghendaki kebaikan

(uaslahat) (Syaukani, 2006). Titik temu dari berbagai
Lkum^^
Kedua tujuan\uV.'' merapunyai tujua^
kepentinsan ^ ndalah bukan semata-mata un
kukumitusen?^^ «^embuat hukum, tetapi untuk subje
kemaslahatan H ^ menciptakan atau mewujudl^

an menghindari mafsadah (kerusakan).

- Islam terkait dengan

tersebut berperan^ K.aidah'ka‘-
kontekstualisasi ^®I^agai perangkat dalam ,

pertama

menghin^l_ . kaidah kedua meog^®^
mengatu, tent “''''^"'"^'^afsadah, sedangkan

apabila terjadibg^^^S cara mengambil keputusan a
*^®Pentingan um ^®Pentingan individn (P ^

. (publik). Prinsip

seiPijakan:

kemaslahatan
- -r fa ? a

.(3)
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bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syari’at Islam dapat dijadikan dasar

pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fikih).

Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama

wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang

harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap
kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam

tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum

dalam Al-Qur’an yang merupakan pelestarian terhadap
tradisi masyarakat pra-Islam.

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam

sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk

dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan

penyempumaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip

demikian terns dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kebijakan-

kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang
dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau
terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat

(Husaini, 1983).

Persentuhan antara prinsip-prinsip universal hukum

Islam dengan tuntutan pranata sosial dan realita masyarakat

di berbagai wilayah dalam sejarah perkembangan hukum

Islam melahirkan antara lain fikih Hijaz (fikih yang terbentuk

atas dasar tradisi atau sosio-kultural di Hijaz) dan fikih Irak

(fikih yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosiokultural

masyarakat Irak). Dalam perkembangan selanjutnya,
fenomena tersebut memunculkan istilah, dalam wacana

pemikiran hukum Islam, kelompok ahl ul-ra’y dan ahl al-

hadis. Ini semua menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar

antat®
kemaslahatan umum. Apabila terjadi benturan
kepentingan pribadi (b.dl UJLUJl) dengan kepenting®®
umum (bull UJjUiJl),' berdasarkan
kepentingan umuin harus didahulukan (1^^)-

tersebi®

kaidah di

untuk
mempertimbangkan apakah kemaslahatan

untuk kemasuntuk manusia sebagai individu

tnn diserahkan sepenuhnya kepada akal. karenn
““entukankriteria nilai kemaslahatan bersifat

adalab melalui pengamatan dan analisin t
reahtas

sebabnya ;

kemaslahata

atau

kajian dan analisis

■nenurat Abu Zahrah, dalam

men,,, . <lulil untuk menelap'®”
'“ntas'l^l^” syarnttfl^'

ynng ada,

n

ii®

●f. harus sesuai akal ^
y^ng ada pada kemaslahatan

"«sur atau sifat
dengan

OlehPemikiran
ketika yang rasional (Zahrah, 2016)-

^ tersebut dijadikan sebag^'
peran akal dibuW^^

ionalitas kemaslahatan. D®ng^
^enuntun agar hukum Islam

danl^^P

itu
i P‘jkaidah

”"®“«tapkan

”'®'^entukan
kaidah

hukum,

. tersebut
dandanat^-.

di manapun
/i

' -iisebutkan, “Apa y<-.
di sisi Allah

’’““^WinshulBqhdipahamiCda^*
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berbeda-beda karena antara Iain disebabkan perbedaan tradisi
di mana ulama tersebut berada.

hukum Islam dan ide dasar para Imam mujtahid yang
memahami dan menjabarkan prinsip-prinsip dasar tersebut
mempunyai kearifan lokal yang sangat tinggi.

Adat atau ‘urfmerupakan kebiasaan dalam masyarakat
dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk
ditinggalkan dan berat urituk dilepaskan. Oleh karena iW.
dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa
syari at Islam sangat memperhatikan adat (‘urf) masyarakat
setempat, misabya mengenai larangan minuman keras
(khamr).

dalam:

beberapa

Berkaitan dengan itu, dalam qawa’id al-flqhiyyah
terdapat kaidah antara lain 2-*5Cst sjUJI dan

(jaJU ui->dl^(al-Zarqa’, 1988; Niijaim, 198). Dengan dua

kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan

diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan.

Lebih jauh, dalam bidang perdagangan (perekonomian),
qawa’id al-fiqhiyyah memberikan keluasaan untuk

menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau keija
sama, yaitu antara lain kaidah: O.y

dan kaidah (al-Zarqa’, 1988).
Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita

menjelaskannnya) xmtuk

Peluang adat (‘wf) rmtuk bisa dijadikan pertimbang^a
menetapkan hukum secara implisit diisyaratkan

kewniih Al-Qur’an, antara lain, ''
ibu dentl makan dan pakaian kepada

Al-Baqarah [2]:
ol‘h (hendaknya*»^
Baqarah [21: 04? “^ >’“8 ma’ru.f" (Q-^' ^
"Mengenai macam ● tersebut tidak dijek
sedikitnyanafkah!’’^^^ dan batasan ban
anaknya dan oleh diberikan oleh orangtua kep^ ●
■ dicerai.

kemampaan, dan kahwa tingkat keluduP
P'ngan yang lain <. ““yarakat berbeda antara _
““●“k menetapJ*. fk»fatblam memberikan kesamP^ »

“ °'=k kal^trr
itu, ketentuan hukum m®

^^fkah K

^8aikitaKr-i ● ^tau orang

'^*^^^h(dari berbagai macam m

●pan

(apabila tidak ada nas

menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam bidang
yang

muamalah sesuai konteks yang ada. Akan tetapi, tidak semua
adat ( itrf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Yang dapat
dijadikan dasar hukum adalah adat (‘urf) yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan
hukum Islam itu sendiri. Itulah sebabnya para ulama

mengklasifikasikan adat (‘urf) ini menjadi dua macam, yaitu
(1) al-'iirf al-sahlh, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-
tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip hukum Islam yang ada dalam, nas (Al-Qur’an dan as-
Sunnah), tidak mengharamkan yang halal dan tidak
menghalalkan sesuatu yang diahramkan (Khallaf, 2008), (2)
al- ‘urf al-fdsid, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-
tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan

karena

satu

setempat.

‘''w^jiban

“‘'^‘lalamberb
0^

tua ^
,b)
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demikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturan normatif,

tetapi juga operatif sehingga hukum Islam benar-benar

dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Dengan

demikian, kaidah di atas sangat berperan dalam merespons
perubahan sosial yang selalu terkait dengan perubahan
hukum.

dengan nas atau ajaran-ajaran syariat secara umum
(Syarifuddin, 1990). Selama kebiasaan masyarakat tidak
bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dijadikan
dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Ketidak-terlepasan perhatian hukum Islam terhadap
kondisi sosial masyarakat, sebenamya telah tampak sejak
awal proses pembentukan hukum Islam itu sendiri. Adanya
asbdb al-nuzul dari suatu ayat hukum dan ashdb
dari suatu hadis merupakan contoh konkret bahwa ketetapaii
hukum dalam Islam merupakan refleksi sosial masyarakat
yang mengelilinginya. Dalam perkembangan hukum Isl^
selanjutnya, para imam mujtahid atau para imam
dalam menetapkan suatu hukum selalu memperhatik
kondisi sosial masyarakat. Perbedaan ketetapan hukum y®®^
dikeluarkan oleh Imam Syafi’i yang memunculkan ^
qadm (pada waktu berada di Bagdad, Irak) dan qaul ^

a a waktu ia berada di Kairo, Mesir) adalah contoh ko

malT^ hukum yang dihasilkan melalui ij
^ a faktor kondisi lingkungan masyarakat

nipengaruhi terhadap keputusan-keputusan hukum-
^^bahan kondisi sosial adalah suatu

yang kemasyarakatan di dalam suatu ijjjj
adalah^s^^r^^^^ cistern sosialnya. Masyarakat
dengan masyarakat yang hidup dalam

diyakiniT”^
idilah,Al-Qur>
dan perubah ^ hafus dipahami sesuai perkem

tekn^o^'^^^^ berbagai bidang; sosial> ^
Dengan berpegang pada prinstP

Keharusan untuk memperhatikan kultur masyarakat

tidak dapat dilepaskan dari dimensi tempat dan waktu.

Perhatian hukum Islam terkait tempat dan waktu ini

diformulasikan dalam kaidah: j.^ j'
Kaidah tersebut memberikan pemahaman

mendasar bahwa suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat

berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan simasi
(kondisi).

Prinsip ini mengharuskan seseorang mempunyai

kemampuan dalam melihat fenomena sosial yang mungkin
berubah dan berbeda karena perubahan jaman (waktu) dan
perbedaan tempat. Hal ini berarti juga menuntut kemampuan

membuat generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum
yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap
jaman (waktu) dan tempat. Berlakunya suatu prinsip untuk
segala jaman (waktu) dan tempat berarti keharusan memberi
peluang pada prinsip itu untuk dilaksanakan secara teknis dan
konkret menurut timtutan Riang dan waktu. Oleh karena
ruang dan waktu berubah, tentu spesifikasinya pun berubah
dan ini membawa pada perubahan hukum (Madjid, 1995).
Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat
masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting.

it
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5^ *

sebagai epistemologi baydniy-qiydsiy adalah kaidah (1)

uopj jji:, (2) Jl- -L ^ iSl dan (3)
>4^ J'jjj Jjjj jt Ketiga bahwa bahwa hukum itu
dapat ditemukan dari kekuatan' akal melalui proses kajian

penelitian atau eksperimen (epistemologi burhaniy). Kaidah

fikih yang berperan sebagai epistemologi burhaniy ini adalah

^ jjiS J (2)
iji; A^jji J[p ^U)[i (3) ^ fliS

^ULaXll.

Prinsip yang sama juga disebutkan da lam sebuah
kaidah fikih : oUjVl kaidah ini.
seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan

perubahan sesuai dengan pembahan waktu (zaman).
yyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang

p an oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalanu
Z keadaan. da»
in " hukumbetubah karena perubahan

waktu.

mungkiflsangat

zaman, perbedaan tempat dan

Adapun kekuatan peran kontekstualisasi qawa*id

ftqhiyyah adalah karena priusip-priiisip yaiig ada pada qawa ’id

fiqhiyyah selaras dengan kebutuhan manusia yaitu

kemaslahatan dan akomodatif terhadap kultur sosial masyarakat.

Prinsp-prinsip tersebut merupakan kekuatan qawa ’id fiqhiyysh

untuk membawa hukum Islam dapat diterima di manapun dan
dalam kondisi apapun. Peran kontekstualisasi ini ada pada
kaidah

C. Kesimpulan

i^nri uraian van? q
kesimpulan bahwa al ®^"^P^^kan di atas, dapat diam
keilmuan Islam dalam^b n^ merupakan khaz®*'
mempunyai 2 (dua\ “^etodologi hukum Islam

dan peran kontekstuahs^s^ ®^®rtegis yaitu peran

bahwa pengetahuan P^T’^ktif qawa’id ifqhiyyah ®
ditemukan dari ti itu berasal, diperoleh.
;*'<^»ahyubaikA,.o“ >b"8ki„an V^tu pe^amo ^

lafyiy), as-Sunnah
yang berperan

kaidah (1) oSU^'

, . (3) iy d rJi.
"'"’“^'ituda ‘ IV

dari akal

^®ks/wahyu dengan
^^ydsiy)^ Kaidah fikih

bil

ab

(1) iAluJb 3^;ii Js. j.uvi (2) >
(3) 34.{°r,xii lijiii liuii (4)

Uiji ssull, (5) (6)
(7) (8) r

ouj-yi.
V'/J (2)
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